


LAKIP BAPPEDA TAHUN 2022 _

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan
Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok Tahun
2022 telah dapat diselesaikan dengan baik. Sepanjang tahun 2022, kami telah melaksanakan
berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah
ditetapkan, yaitu peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan
akuntabilitas kinerja, akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang professional dan berkinerja

tinggi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Depok Tahun 2022
ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Wali Kota Depok sesuai
tugas dan fungsinya. Berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh,
khususnya dalam perencanaan pembangunan, diuraikan dalam laporan kinerja ini, yang sekaligus
untuk mendukung upaya pencapaian target-target sebagaimana diuraikan dalam RPJMD Kota

Depok Tahun 2021-2026 dan Renstra BAPPEDA Tahun 2021-2026.

Laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja
secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan
yang akuntabel di Lingkungan Bappeda Kota Depok. Demikian penyusunan LAKIP Bappeda Kota
Depok Tahun 2022, semoga bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya laporan ini juga menjadi

masukan dan bahan penilaian bagi Wali Kota Depok.

Depok, 31 Januari 2023
KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK

Drs. Dadang W,
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19720408 199011 1001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Depok Tahun 2022 ini
memberikan gambaran tentang berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian
strategis pada Tahun anggaran 2022 yang terdiri dari 2 tujuan dengan 2 indiktor tujuan dan
2 sasaran strategis dengan 3 indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin
dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan
dan sasaran. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat
beberapa indikator yang belum dapat tercapai. Berbagai pencapaian target indikator
kinerja Bappeda Kota Depok memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas. Selain itu LAKIP juga menjelaskan
upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar target yang telah ditetapkan dapat
dicapai sesuai yang direncanakan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program
kami sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap

komponen aparatur negara dan stakeholder.

Pengukuran kinerja pada tahun 2022 untuk mengukur tingkat capaian kinerja pada
tahun pertama periode Renstra 2021-2026. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian

indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab Ill. Secara umum, beberapa capaian utama

kinerja tujuan dan sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi ~ Capaian % Kriteria
1 2 3 4 5 6
1 Tujuan: 1. Persentase 100 % 100 % 100 % Sangat
Meningkatkan tata konsistensi Tinggi
kelola pemerintahan program RPJMD
daerah pada kedalam Renstra
Bappeda
1.1 1.1 Nilai SAKIP 79,23 79,00 99,71% Sangat
Tinggi
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Tujuan [ Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kriteria

1 2 3 4 5 6
Meningkatkan 1.2 Persentase 100 % 99,47 % 99,47 % Sangat
system melalui konsistensi program Tinggi
penguatan RPJMD kedalam
kelembagaan, RKPD
jaringan, sumber
daya dan teknologi

2. Meningkatnya 2. Persentase 70% 73,09 % 104,41 % Sangat
penerapan hasil implementasi hasil Tinggi
kelitbangan kelitbangan dan

inovasi

2.1 Meningkatkan 2.2 Persentase inovasi 70 % 60,24 % 86,06 % Tinggi
pemanfaatan daerah yang
inovasi daerah ditetapkan
dalam kelitbangan

Hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Renstra Kota Depok Tahun 2021-2026 dari
2 indikator kinerja tujuan telah mencapai kriteria sangat tinggi. Sedangkan Dari 3 indikator
sasaran strategis 2 indikator telah mencapai kriteria sangat tinggi dan 12 indikator

mencapai kriteria tinggi.

Sesuai P-APBD Tahun 2022 besarnya alokasi anggaran belanja Bappeda Kota
Depok sebesar Rp 16,156,446,896.00 (Enam Belas Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta
Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) jumlah
tersebut telah direalisasi sebesar Rp 14,474,092,808.00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus
Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) dengan
serapan keuangan 89,59% dan fisik 98,22 %. Berdasarkan dokumen rencana yang
ditetapkan berkaitan dengan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka capaian
kinerja Bappeda Kota Depok didukung oleh 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan

serta 42 sub kegiatan.

LAKIP ini diharapkan dapat digunakan sebagi salah satu bahan evaluasi dan

analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1, LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Depok Tahun
2022, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mempresentasikan penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam rangka mewujudkan good governance,
berdasarkan prinsip tranparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan,
diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang stratejik, sehingga
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih
dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk
mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk
teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung
jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur,legitimasi sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan

dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara
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yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP) untuk memberikan
pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah
sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok menyusun LAKIP Tahun 2023
sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun
Anggaran 2022. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Bappeda Kota Depok Tahun
Anggaran 2022, dapat mempertanggungjawabkan kinerja Bappeda Kota Depok kepada Wali Kota
Depok dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan
yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta
akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Bappeda untuk perbaikan dan

peningkatan kinerja Bappeda Kota Depok di tahun selanjutnya.

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DEPOK

BAPPEDA adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu
Wali Kota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta
penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan
kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi
dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya
di Bidang Pemerintahan. Sesuai dengan Pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari UndangUndang
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seiring dengan perkembangan masyarakat yang
semakin kompleks Undang-Undang tersebut di lakukan amandemen yang pertama menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah amandemen
yang kedua. Pengertian pemerintah daerah di atur dalam Bab 1 pasal 1 ayat (2) UndangUndang
No.23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Pemerintah Daerah adalah
penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
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dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan
keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan
dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintahan daerah dituntut
lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan
akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah.

Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah agar rencana dari pembangunan yang
akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah
melakukan pengontrolan. Oleh sebab itu Bappeda sebagai lembaga yang melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan
rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan pada tingkat daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk
mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar
daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat BAPPEDA, adalah lembaga teknis
daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang
kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota
melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali
kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan
pembangunan daerah.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan
menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda)
Kota Depok adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang
merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok ditetapkan pada Peraturan Walikota Depok
Nomor 38 Tahun 2008 yang kemudian berturut-turut diubah menjadi Peraturan Walikota Depok
Nomor 57 Tahun 2011, Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2012 dan kemudian berubah

nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai
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dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah yang dilakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi yang ada sesuai
dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2019 dan kemudian dilakukan penyesuaian

kembali melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi
penunjang Penelitian dan Pengembangan. Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok sebagaimana ditetapkan pada
Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

5. Pelaksanaan administrasi Badan;

6. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah telah diperbarui dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
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Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah; dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing bidang. Pengembangan Daerah Kota Depok sehingga perlu
dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini melalui Keputusan Wali Kota
Depok Nomor : 060/570/Kpts/ORB/Huk/2021 Tentang Tugas dan Fungsi Koordinasi Kelompok
Jabatan Fungsional Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan
Daerah.

Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Kota
Depok Melalui penyetaraan jabatan, salah satu area perubahan dalam rangka peningkatan dalam
Reformasi Birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kota
Depok yang baik (good governance), profesional, berintegritas tinggi. Penyetaraan jabatan di Kota
Depok mengacu pada surat keputusan Wali Kota Depok Nomor : 060/570/Kpts/ORB/Huk/2021
Tentang Tugas Dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur

organisasi dibawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Depok
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Jumlah pegawai Bappeda Kota Depok sebanyak 50 orang PNS dan 9 orang PKTT, total Pegawai

59 orang dengan rincinan sesuai sebagai berikut :

Grafik 1.1
Jumlah PNS Bappeda Kota Depok Berdasarkan Jenis Jabatan

Umum
Tertentu
Struktural - 10

1.4 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas
penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari
berbagai sumber, diantaranya adalah Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan
regional, Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah RPJPD dan RPJMD Kota Depok. Isu-isu
strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok adalah kondisi yang harus
diperhatikan dan dikedepankan.

Bappeda Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada aspek
strategis organisasi dan dalam perkembangannya juga menghadapi permasalahan utama
(strategic issued), yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumberdaya internal organisasi dan meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait penilaian akuntabilitas kinerja organisasi untuk melaksanakan peraturan perundangan
tentang akuntabilitas kinerja organisasi dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi.

2. Pengelolaan sumberdaya internal organisasi untuk melaksanakan peraturan perundangan
tentang perencanaan Pembangunan Daerah terkait: koordinasi, sinkronisasi/ harmonisasi/
sinergi, asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap subyek dan obyek perencanaan, dengan
mengoptimalkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down.

3. Peningkatan kapasitas sumberdaya internal organisasi untuk melaksanakan peraturan
perundangan tentang perencanaan Perangkat Daerah terkait: koordinasi, sinkronisasi/

harmonisasi/ sinergi, asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap subyek dan obyek
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perencanaan, dengan mengoptimalkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-
down.

4, Pengelolaan sumberdaya internal organisasi untuk melaksanakan peraturan perundangan
tentang perencanaan pembangunan daerah terkait: koordinasi, , sinkronisasi/ harmonisasi/
sinergi, asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap subyek dan obyek perencanaan, dengan
bekerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, Provinsi, tenaga ahli dan akademisi, dalam
rangka mengatasi kendala proses perencanaan pembangunan.

5. Peningkatan kapasitas sumberdaya internal organisasi untuk memfasilitasi penelitian dan
pengembangan inovasi dan teknologi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dengan
mengoptimalkan kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi, perguruan tinggi,

tenaga ahli, lembaga penelitian swasta dan masyarakat

1.5 LANDASAN HUKUM
LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota

Depok ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

11.  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun
2021 Nomor 9 );

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2022;

13. Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah;

14. Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan
Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;

16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kota Depok;

17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Depok Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok
Tahun 2022

18. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Penilaian Indeks Inovasi Perangkat
Daerah;

19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022.

20.
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21. Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 060/570/Kpts/ORB/Huk/2021 Tentang Tugas dan
Fungsi Koordinasi Kelompok Jabatan Fungsional Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan

Penelitian Pengembangan Daerah.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Bappeda Kota Depok Tahun 2022
adalah sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF
Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran
Bappeda Kota Depok Tahun 2022.
BAB | PENDAHULUAN
Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi,
Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan

Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam
perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan
penetapan kinerja.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang
terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran
yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BABIV  PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala
dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah

antisipatif dan strategi pemecahan masalah.




BAB I
~ PERENCANAAN
KINERJA
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS
2.1.1 VISI DAN MISI
Visi Pemerintah Kota Depok sebagaimana dituangkan dalam Renstra Bappeda Tahun

2021-2026 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

adalah:

“ Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera ”

Kota Depok, didefinisikan sebagai:
Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di

dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu.

Maju, didefinisikan sebagai:

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan

publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk
menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur

fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan

pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan
dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan system pelayanan yang modern akan
berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan,

pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai:

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang
berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan
asyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan
mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen

ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.
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Sejahtera, didefinisikan sebagai:

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai
aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan
dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan
masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan
dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi terebut diharapkan melahirkan
kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk
melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (LIMA) misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan
lingkungan.

b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan
partisipatif.

C. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan

ketahanan keluarga.
d. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.

e. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Kota Depok yang Maju, Berbudaya
dan Sejahtera

Vs

( \
Misi 3 % Misi5
Mowvai|udkan Moewiudkan Mewufudkan kota

mas

akat yang nasyarakat vang yang sehat, aman,

fan sejailers, mandird tertib dan nvarnan
herbuday: basls dan berdaya saing
kehhinekaan can

lingkungan, wetaranan keluarga,

2.1.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk memberikan arah bagi tercapainya visi dan terlaksananya misi, maka ditetapkan
berbagai tujuan dan sasaran strategis dari tiap-tiap misi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran,
serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang
lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) yang meliputi program, kegiatan, sub

kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan
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penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan
yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD)
Kota Depok 2021-2026. Program yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan
visi, misi dan kebijakan strategis, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Indikator Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Q) ) €) (4)

VISI : Depok Yang Maju, Berbudaya Dan Sejahtera

MISI 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan

Partisipatif

Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah pada Bappeda

Persentase konsistensi | Meningkatnya Mempertahankan Meningkatkan pencapaian
program RPJMD kualitas kinerja Dan Meningkatkan | kinerja instansi melalui
kedalam Renstra perencanaan Pencapaian Nilai pemanfaatan teknologi
Pembangunan daerah | Sakip informasi dan knowledge
management

Mempertahankan | Meningkatkan

Konsistensi konsistensi
Perencanaan dalam asistensi dan
Program Antara koordinasi perencanaan

RKPD dan RPJMD | pembangunan daerah
dengan memanfaatkan

teknologi informasi

Tujuan 2 : Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam kelitbangan

Meningkatnya Meningkatkan Mengembangkan | Meningkatkan system
penerapan hasil pemanfaatan inovasi | sistem inovasi melalui penguatan
kelitbangan daerah dalam daerah yang kelembagaan, jaringan,
kelitbangan kolaboratif dan sumber daya dan
unggul teknologi
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Tabel 2.2
Tujuan dan Indikator Tujuan

Indikator Tujuan

1 | Meningkatkan Persentase 100 % 100 % 100 % 100% | 100% | 100%
tata kelola konsistensi

pemerintahan program RPJMD

daerah pada kedalam Renstra
Bappeda
2 | Meningkatnya Persentase 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %
penerapan hasil | implementasi
kelitbangan hasil kelitbangan
dan inovasi

Cara Perhitungan :

Persentase konsistensi program _ Jumlah program Renstra Tahun berkenaan 0
RPJMD kedalam Renstra ~ Jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan *100%
tahun berkenaan
Persentase implementasi hasil Jumlah kelitbangan dan inovasi yang
kelitbangan dan inovasi _ diimplementasikan £100%
Jumlah hasil kelitbangan dan inovasi
pada perangkat daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu
pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target-target setiap indikator sasaran

pada penetapan kinerja diperjanjikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Meningkatkan sistem Nilai SAKIP 79,23

melalui penguatan

Persentase konsistensi program 100 %
kelembagaan, jaringan,

RPJMD kedalam RKPD
sumber daya dan teknologi

2. Meningkatkan pemanfaatan inovasi | Persentase inovasi daerah yang 70 %
daerah dalam kelitbangan ditetapkan
Program Anggaran (Rp) Keterangan
1 2 3 4
1 Program Penunjang Urusan 11,188,269,296.00 | Mendukung sasaran 1

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2 Program Perencanaan Pengendalian 2,192,042,550.00 | Mendukung sasaran 1
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 1,983,979,200.00 | Mendukung sasaran 1
Perencanaan Pembangunan Daerah

4 Program : Penelitian Dan 792,155,850.00 | Mendukung sasaran 2

Pengembangan

Total 16,156,446,896.00

Dengan total jumlah Anggaran Belanja Daerah Bappeda Kota Depok sebesar
Rp. 16,156,446,896.00 ( Enam Belas Milyar Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat

Puluh Enam Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah )

Cara Perhitungan :
Nilai SAKIP Predikat atau nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah oleh Inspektorat

Persentase konsistensi program RPJMD Jumlah program RKPD Tahun berkenaan
= . x100%
kedalam RKPD Jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan
tahun berkenaan
Persentase inovasi daerah yang _ Jumlah Inovasi hasil seleksi dan ditetapkan SK KDH

ditetapkan Jumlah Inovasi yang dihasilkan
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

engukuran kinerja telah dilaksanakan BAPPEDA Kota Depok dengan berpedoman pada

Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kota Depok Tahun 2022. Penilaian ini digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bappeda
Kota Depok. Capaian kinerja sasaran Bappeda Kota Depok Tahun 2022 diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Depok Tahun 2022. Penilaian
dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91%<100% Sangat Tinggi
76%<90% Tinggi
66%<75% Sedang
51%<65% Rendah
£50% Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok beserta target
capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
3.1.1 Realisasi Indikator Tujuan

Capaian kinerja indikator tujuan diperoleh berdasarkan indikator kinerja tujuan.
Perumusan indikator tujuan lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Secara rincian

capaian masing-masing indikator kinerja tujuan tahun 2022 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.2
Indikator Tujuan Tahun 2022

Indikator Tujuan Target  Realisasi Capaian % Kriteria
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatkan Persentase 100 % 100 % 100 % Sangat
kinerja konsistensi program tinggi
perencanaan RPJMD kedalam

pemerintah daerah | Renstra

2. Meningkatnya Persentase 70% 73,09 % 104,41 7% Sangat
penerapan hasil implementasi hasil tinggi
kelitbangan kelitbangan dan

inovasi
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Bappeda Kota Depok telah
menetapkan 3 (tiga) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2022, untuk selanjutnya akan
dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022 agar
diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2022 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan

realisasi kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2022

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  Realisasi  Capaian?% Kriteria
1 2 3 4 5 6

1. Meningkatkan system Nilai SAKIP 79,23 79,00 99,71% Sangat
melalui penguatan Tinggi
kelembagaan, jaringan, Persentase konsistensi 100 % 99,47 % 99,47 % Sangat
sumber daya dan program RPJMD Tinggi
teknologi kedalam RKPD

2. Meningkatkan Persentase inovasi 70 % 60,24 % 86,06 % Tinggi
pemanfaatan inovasi daerah yang
daerah dalam ditetapkan
kelitbangan
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 3 indikator sasaran yang telah ditetapkan,

terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang memperoleh kriteria sangat tinggi dan 1 indikator yang
memperoleh kriteria tinggi Pencapaian indikator sasaran kinerja baik yang mencapai/tidak
mencapai target dipengaruhi faktor internal dan eksternal organisasi yang akan dijelaskan secara

rinci pada sub bab 3.5.

3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi Bappeda Kota Depok Tahun
2021, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Bappeda Kota Depok Tahun 2019 sampai dengan 2021. Adapun perbandingannya adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.4
PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA KOTA DEPOK TAHUN 2021 sd. 2026

Tahun 2021 Tahun 2022
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi ‘ Capaian Realisasi | Capaian
1 Meningkatkan 1 Nilai SAKIP A BB 98,71% 79,23 79,00 99,71%
system melalui
2 Persentase 100 % N.A N.A 100 % 99,47 % 99,47 %
penguatan
konsistensi

kelembagaan,
program RPJMD
jaringan, sumber
kedalam RKPD

daya dan teknologi

2 Meningkatkan 3 Persentase Belum Ditetapkan 70% 73,09 % 104,41 %
pemanfaatan implementasi
inovasi daerah hasil kelitbangan
dalam kelitbangan dan inovasi.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja

Bappeda Kota Depok pada tahun 2021 dengan tahun 2022.
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3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
Realisasi kinerja Tahun 2022 adalah pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Rencana
Strategis (Renstra) Bappeda Kota Depok Tahun 2021-2026. Realisasi kinerja Bappeda Kota Depok
Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah

Targetsd. Realisasi
2022 sd. 2022

Tujuan /[ Sasaran Indikator Kinerja

Keterangan

1. Tujuan:
Meningkatkan kinerja Persentase konsistensi 100 % 100 % Non Kumulatif
perencanaan pemerintah | program RPJMD

daerah kedalam Renstra

1.1 Sasaran:

Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP 79,23 79,00 Non Kumulatif
kinerja perencanaan Persentase konsistensi 100 % 99,47 % Non Kumulatif
pembangunan daerah program RPJMD

kedalam RKPD

2. Tujuan:
Meningkatnya penerapan | Persentase 70% 73,09 % Kumulatif
hasil kelitbangan implementasi hasil

kelitbangan dan inovasi

2.1 Sasaran:
Meningkatkan Persentase inovasi 70% 60,24 % Kumulatif
pemanfaatan inovasi daerah yang ditetapkan

daerah dalam kelitbangan

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2022
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra diketahui bahwa capaian
kinerja Bappeda Kota Depok sudah sebagian besar tercapai target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Depok Tahun 2021-2026. Adapun realisasi kinerja yang




B8 | AKIP BAPPEDA TA. 2022 -

belum sesuai tersebut adalah Nilai Sakip Bappeda Kota Depok dan Persentase keselarasan RKPD

terhadap RPJMD yang terdapat 1 program yang tidak dilaksanakan.

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Depok belum ada, maka belum dapat dilakukan proses

pembandingannya.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis
dapat dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu dengan
membandingkan dengan target dan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja.
Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya
kinerja. Pada Tahun 2022 Bappeda Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk
mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Depok Tahun 2021-2026.
Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran

dijabarkan sebagai berikut :

3.5.1  Capaian Indikator Tujuan

Tujuan 1:
Meningkatkan kinerja perencanaan pemerintah daerah

Indikator Tujuan Realisasi % capaian

1.1 Persentase konsistensi 100 % 100 % 100 %
program RPJMD kedalam

Renstra
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Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Persentase konsistensi program _ Jumlah program Renstra Tahun berkenaan 100%
RPJMD kedalam Renstra ~ Jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan x 0
tahun berkenaan
= =2x100% = 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini adalah Tersedianya
dokumen RPJMD Kota Depok 2021-2026 yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan

Renstra Perangkat Daerah Kota Depok.

Tujuan 2:
Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan

Indikator Tujuan Realisasi % capaian

1.1 Persentase implementasi 70% 73,09% 104,41%
hasil kelitbangan dan

inovasi

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Persentase implementasi hasil Jumlah kelitbangan dan inovasi yang
kelitbangan dan inovasi _ diimplementasikan x100%
~ Jumlah hasil kelitbangan dan inovasi 0
pada perangkat daerah
_ (101+100)

= (109+166)x100% =73,09%

Data hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 dan
tindak lanjut pemanfaatannya dapat dijelaskan pada table 3.5.2. Data Inovasi akan dijelaskan pada

table capaian indicator kinerja utama.

Tabel 3.6
Data Kajian/Penelitian Bappeda Kota Depok Tahun 2019 sd. 2022
No ‘ Pd Pelaksana ‘ Judul Kajian/Penelitian Implementasi Keterangan
1 2 3 4 5
1 PUPR 1 | Identifikasi Penggunaan Lahan \% Sebagai Dasar Evaluasi
Belanja Jasa Konsultansi Pemanfaatan Ruang Dan
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[\ [} Pd Pelaksana Judul Kajian/Penelitian Implementasi Keterangan
1 2 3 4 5
Perencanaan Penataan Ruang Data Penggunaan Lahan
Tahun 2022 Terbaru.
2 | Kajian Materi Teknis RDTR \Y% Lokasi Rencana Pusat Kota
(Rencana Detil Tata Ruang) PPK
3 (Margonda)
3 | Kajian Materi Teknis RDTR \Y
(Rencana Detil Tata Ruang) PPK
4 (Cipayung)
4 | Evaluasi Pemanfaatan Ruang \% Tindak Lanjut Dari Kajian
Identifikasi Penggunaan
Lahan
5 Penyusunan Mekanisme Dan \
SOP Forum Penataan Ruang
Daerah
6 | Pengembangan Sistem Web GIS \Y
Data Ke-PU-An
7 Updating Dan Pembaruan Data \%
Spasial Tematik 1
8 | Updating Dan Pembaruan Data \%
Spasial Tematik 2
9 | Updating Dan Pembaruan Data \Y
Spasial Tematik 3
10 | Updating Dan Pembaruan Data \Y
Spasial Tematik 4
11 | Konsultansi Pendampingan \Y
Rekomendasi Badan Informasi
Geospasial (PPK Bojongsari)
12 | Konsultansi Pendampingan \%
Rekomendasi Badan Informasi
Geospasial (PPK Tapos)
13 | Penyusunan Materi Teknis Tata \%
Cara Pemberian Insentif Dan
Disentif Bidang Penataan Ruang
14 | Evaluasi Struktur Ruang \Y
Kawasan Beji
15 | Evaluasi Struktur Ruang \
Kawasan Cilodong
16 | Evaluasi Struktur Ruang \
Kawasan Cimanggis
17 | Evaluasi Struktur Ruang \Y
Kawasan Cinere
18 | Evaluasi Struktur Ruang \%
Kawasan Sukmajaya
19 | Updating Data Spasial Untuk TIDAK ADA
Investasi Pembangunan Daerah
20 | Penyusunan Materi Teknis Tata TIDAK ADA
Cara Pemberian Insentif Dan
Disentif Bidang Penataan Ruang
DLHK 1 Penyusunan KLHS RDTR PPK \ Sedang Proses (Persiapan,

Tapos

Inventarisasi Data)
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2022

[\ [} Pd Pelaksana Judul Kajian/Penelitian Implementasi Keterangan
1 2 3 4 5

2 Penyusunan KLHS RDTR PPK \ Sedang Proses (Persiapan,
Bojongsari Inventarisasi Data)

3 | Penyusunan Dokumen \Y Sedang Proses (Finishing
Informasi Kinerja Pengelolaan Draft Akhir)

Lingkungan Hidup Daerah
(DIKPLHD) Kota Depok

4 | Kajian Daya Dukung Dan Daya \Y Sedang Proses (Finishing
Tampung Lingkungan Hidup Draft Akhir)

5 | Kajian Ekoregion Kota Depok \% Sedang Proses (Finishing

Draft Akhir)

6 | Penyusunan Dokumen Indeks X Belum Proses (Menunggu
Kualitas Lingkungan Hidup Kota Hasil Pengujian Kualitas
Depok Air Dan Udara Tahun 2022)

7 Penyusunan Naskah Akademis X Belum Proses (Proses
RPPLH Pergantian Spesifikasi

Judul Kajian Pada ABT)
Menjadi Penyusunan
Materi Teknis RPPLH

8 | Kajian Daya Tampung Beban \% Proses Di LPSE, Tahap
Pencemaran Air Sungai Cikeas Pemeriksaan Persyaratan

9 | Kajian Evaluasi Kualitas Udara X Belum Proses,

Perkotaan EKUP Merupakan
Kegiatan /Program
Nasional Yang Bersifat
Mandatori Di Bidang
Lingkungan Hidup
Berdasar Surat Edaran
Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran
Udara KLHK NO. 5-
21/PPUL/PPU/PKL.3/1/2017

10 | Penyusunan Feasibility Study \ Selesai
Pembangunan Alun-Alun Dan
Taman Hutan Kota Wilayah
Barat

11 | Kajian Topografi Pembangunan \Y Selesai
Alun-Alun Dan Taman Hutan
Kota Wilayah Barat

12 | Belanja Jasa Konsultansi X Belum Proses
Perencanaan Evaluasi
Pelaksanaan Jakstrada
Pengelolaan
Persampahan Kota Depok

13 | Kajian Kerja Sama Pemerintah \Y% Selesai
Dengan Pihak Ke Tiga

DISHUB 1 Jasa Konsultansi Masterplan \Y% Review Kajian Tahun 2017
Transportasi

2 | Jasa Konsultansi FS Simpul \Y% Sudah Selesai
Transportasi Pondok Rajeg Dilaksanakan

3 | Jasa Konsultansi Kajian DED \Y Dalam Proses Pengerjaan

Terminal Tipe C Sawangan
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2022

Pd Pelaksana Judul Kajian/Penelitian Implementasi Keterangan
2 3 5

4 | Jasa Konsultansi Kajian Kinerja Selesai Pekerjaan/Proses
Persimpangan Pencairan

5 | Jasa Konsultansi Kajian Kinerja Selesai Pekerjaan/Proses
Ruas Jalan Pencairan

6 | Jasa Konsultansi Kajian Selesai Pekerjaan
Perlengkapan Jalan

7 | Jasa Konsultansi Kajian Redisain Selesai Pekerjaan
Persimpangan (Simp. Keadilan)

8 | Jasa Konsultansi Kajian Redisain
Persimpangan (Simp. Juanda-

Adikarya (ABT))

9 | Kajian Kinerja Angkutan Umum Sudah Selesai
Kota Depok Tahun 2022 Dilaksanakan

10 | Kajian Rencana Induk ABT
Perkeretaapian

11 | Jasa Konsultansi Manajemen Sedang Berjalan
Jasa Surveillance SNI I1SO
9001:2015 ( ISO Perijinan Bidang
Angkutan)

12 | Jasa Konsultansi Manajemen Sudah Selesai
Jasa Surveillance SNI ISO UPT Dilaksanakan
PKB

DISKOMINFO | 1 Penyusunan Peta Jalan SPBE Sedang Proses

2 Survey IKM (Indeks Kepuasan Tiap Tahun Rutin
Masyarakat)

3 | Survey Kebahagiaan Tiap Tahun Rutin
Masyarakat

DISRUMKIN 1 Kajian Tentang Pedoman Teknis Dalam Proses Pengerjaan
Persetujuan Bangunan Gedung (Ada Di Pergeseran 1)
(PBG)

2 Kajian Naskah Akademis Dalam Proses Pengerjaan
Tentang Bangunan Gedung (Ada Di Pergeseran 1)
Hijau (Termasuk Smart Building)

3 | Jasa Konsultansi Study Dalam Proses Pengerjaan
Kelayakan (Feasibility Study) (Ada Di Pergeseran 1)
Creative Centre

4 | Jasa Konsultansi Study Dalam Proses Pengerjaan
Kelayakan (Feasibility Study) (Ada Di Pergeseran 1)
Mesjid Al Muhajirin Kota Depok

5 | Jasa Konsultansi Study Dalam Proses Pengerjaan
Kelayakan (Feasibility Study) (Ada Di Pergeseran 1)
Rumah Dinas KDH/WKDH

6 | Kajian Identifikasi Backlog Dalam Proses Pencairan
Perumahan Di Kota Depok

7 Penyusunan Kajian Pembiayaan Dalam Proses Pengerjaan

Perumahan Di Kawasan Urban
Untuk Masyarakat MBR
(Masyarakat Berpenghasilan
Rendah) Di Kota Depok




No

Pd Pelaksana
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Judul Kajian/Penelitian

Implementasi

Keterangan

3

5

Identifikasi Lahan-Lahan
Potensial Sebagai Lokasi
Relokasi Perumahan

Penunjang SPM

DISNAKER

DISDAGIN

KAJIAN TEKNIS KELAYAKAN
BUMD

Merupakan Kajian Teknis
Sebagai Tindaklanjut,
Kajian Bumd Yang
Sebelumnya Telah Ada Di
Bappeda Sebagai Kajian
Teknis Kelayakan Bumd

KAJIAN SISTEM INFORMASI
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN ( SIMDAGIN )

Simdagin Merupakan
SISTEM Integrasi Dari
Beberapa Informasi
Penting Dinas
Perdagangan Dan
Perindustrian, Selain
Infomasi Harga Komoditi 7
Pasar Dan Manajemen
Tenant Pasar Ke Depan
Dan Secara Bertahap
Menjadi Solusi Terhadap
Manajemen Stok, Layanan
Kemetrologian, Katalog
Produk, Katalog Usaha,
Market Place [ Katalog
/Database Industri,
Management Pelatihan /
Online Training,
Knowledge Center, Forum
Diskusi Antar Pelaku
Usaha, Akses Pemodalan
Dan,
embiayaan/Pendanaan,inv
estor, Layanan Sertifikasi
(HKI, SN, 1SO, Halal,
HCCP), Layanan
Pemasaran Dan Event-
Event, Informasi Statistik
(Dashboard) Perdagangan
Dan Perindustrian

Kajian Revisi Perda Nomor 3
Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Dan
Pendaftaran Usaha Bidang
Perindustrian Dan Perdagangan

Pembinaan Dan
Pengembangan
Perindustrian Dan
Perdagangan
Menyesuaikan Dengan
Peraturan Yang Lebih

Tinggi

Prognosa Kebutuhan Bahan
Pokok

Kebutuhan Akan Informasi
Ketersediaan Dan
Kebutuhan Bahan Pokok
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[\ [} Pd Pelaksana Judul Kajian/Penelitian Implementasi Keterangan
1 2 3 4 5
Setiap Tahun Di Kota
Depok
8 DKUM 1 | Konsultansi Kajian Dan Revisi \Y Sedang Proses

Perda No 18 Tahun 2012 Dan
Perda No 12 Tahun 2013 Tentang
Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah Kota Depok

2 | Konsultansi Pengembangan \Y% Sudah Selesai.
Dan Pemeliharaan Aplikasi
Jaringan Koperasi

3 | Jasa Konsultansi Pembuatan \% Sudah Selesai.
Profil Koperasi Kota Depok
4 | Kajian Rebranding Koperasi \% Sudah Selesai.
Kota Depok
9 DPMPTSP 1 Penyusunan Peta Penanaman
Modal Sektor Pariwisata
10 DISPORYATA |1 Kajian Indeks Pemajuan \Y% Sudah Selesai.
Kebudayaan
2 | Penyusunan Kalender Event \ Sedang Proses
1 DKP3 1 Penyusunan Rencana \% Belum Selesai
Kebutuhan Bahan Pangan Lokal
2 Penyusunan, Pemutakhiran Dan \Y% Belum Selesai

Analisis Peta Ketahanan Pangan
Dan Kerentanan Pangan

3 | Jasa Konsultasi Penyusunan \% Belum Selesai
Dokumen Standar Pelayanan
Publik

4 | Penyusunan Neraca Bahan \ Belum Selesai
Makanan
12 Bidang PPM 1 Kajian Strategi Perencanaan \%
(BAPPEDA) Untuk Meningkatkan Pelayanan
Publik

2 Kajian Strategi Perencanaan \%
Dalam Penanggulangan
Kemiskinan Di Kota Depok

Bidang PPI 3 | Pengembangan UMKM Dan \%
(BAPPEDA) Ekonomi Kreatif Berbasis
Digitalisasi
4 | Pengelolaan Persampahan \

Berbasis Lingkungan Dan Peran
Serta Masyarakat

Bidang IKW 5 | Pengembangan Sistem \%
(BAPPEDA) Informasi Geospasial Kota
Depok
6 | Penyusunan Strategi Sanitasi
Kota Depok

7 Kajian Indeks Kota Layak Huni

Bidang PSDA | 8 | Kajian Pengembangan \Y
(BAPPEDA) Pertanian Perkotaan Inovatif




No
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Pd Pelaksana

2022

Judul Kajian/Penelitian

Implementasi

Keterangan

3

5

Festival Ekonomi Kreatif Kota
Depok

Sedang Proses

13

BKD

Kajian Optimalisasi
Pemanfaatan Aset

Sedang Proses

Belanja Jasa Penyusunan
Naskah Akademis Raperda
Pembentukan Dana Cadangan
Pemilukada Tahun 2024

Sedang Proses

Draft Raperda Pajak Daerah

14

BKPSDM

Penguatan Aplikasi IP ASN

Selesai

Pengembangan Arsip Digital

Selesai

15

BADAN
KESBANGPOL

Indeks Kerukunan Umat
Beragama Kota Depok

Indeks Konflik Sosial

Diseminasi Wawasan
Kebangsaan Melalui Media
Sosial

16

INSPEKTORAT

17

SETDA

Penyusunan Arah Kebijakan
Strategi Pembiayaan 5000
UMKM Dan 1000 Perempuan
Pengusaha

Kajian Analisis Kelayakan
Investasi (Penyertaan Modal
Dalam Bentuk Barang/ Aset
Kepada Perseroda Tirta Asasta
Kota Depok)

Kajian Penyusunan Arah
Kebijakan Ketenagakerjaan Dan
Perdagangan

Evaluasi Kinerja Unit
Penyelenggara Pelayanan
Publik

Pengembangan Aplikasi E-SKM
Dan E-SOP

Penegasan Batas Wilayah Kota
Depok

Inventarisasi Pembakuan
Rupabumi Kota Depok

Kajian Pemisahan BKD

18

SETWAN

19

DISKARPUS

Survey Gemar Membaca Tahun
2022

Pelaksana Kegiatan
Dianggarkan Pada Bidang
Perpustakaan

Standar Operasional Prosedur
(SOP)

Pelaksanaan Kegiatan
Dianggarkan Pada

Sekretariat
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[\ [} Pd Pelaksana Judul Kajian/Penelitian Implementasi Keterangan
1 2 3 4 5
3 | IPLM Indeks Pembangunan \Y Masih Sedang Berijalan,
Literasi Mayarakat Selesai 15 Desember 2022
20 DAMKAR 1 Kajian Resiko Bencana \Y% Tindak Lanjut Kegiatan
Penyusunan Kajian Resiko
Bencana Tingkat Kota
Depok Ini Diharapkan
Dapat Menjadi Dasar Serta
Memberikan Gambaran
Kepada Stakeholder Kota
Depok Akan Pentingnya
Peran Kajian Ini Sebagai
Pedoman Untuk
Penanggulangan
Kebencanaan Di Kota
Depok Dan Sebagai Acuan
Operasional Penanganan
Penanggulangan Bencana
Di Kota Depok.
21 DISDUKCAPIL |1 Profil Perkembangan Penduduk \Y Pemanfaatan Pelayanan
Kota Depok Tahun 2021 Publik, Perencanaan
Pembangunan, Alokasi
Anggaran (Termasuk
Untuk Perhitungan Dana
Alokasi Umum),
Pembangunan Demokrasi,
Penegakan Hukum Dan
Pencegahan Kriminal.
2 | Survei Kepuasan Masyarakat \ Perbaikan Dan
Atas Layanan Online Dinas Peningkatan Kualitas
Kependudukan Dan Pencatatan Pelayanan.
Sipil Kota Depok Tahun 2022
22 DISDIK 1 Studi Kelayakan (Feasibility \%
Study) SDN Pondokcina 1 Dan
SDN Pondokcina 2
23 DINSOS
24 DP3AP2KB 1 Survey Indeks Ketahanan \ Sedang Berlangsung
Keluarga
2 | Survey Indeks Pembangunan \ Sedang Berlangsung
Keluarga
3 | Profil Gender \% Sedang Berlangsung
4 Profil Anak
25 DINKES 1 Kajian Yang Dilakukan Dalam \Y% Persiapan
Rangka Penyusunan Dokumen
BLUD Sebagai Persyaratan
Penilaian Administrasif RSUD
Sebagai Badan Pengelola
Layanan Umum Yang Mampu
Memberikan Fleksibilitas Dalam
Pengelolaan Keuangan (RSUD
ASA)
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[\ [} Pd Pelaksana Judul Kajian/Penelitian Implementasi Keterangan
1 2 3 4 5
2 Kenaikan Kelas B Dan Layanan \Y% Rencana Dari Departemen
Unggulan Rumah Sakit Umum AKK FKM Ul, Setelah
Daerah Kota Depok : Bulan Oktober Memakai
-Peningkatan IT Dana ABT
-CT Scan
-Pengembangan ICU
3 Penyusunan Roadmap Sistem \% Sedang Dalam Proses,
Informasi Kesehatan Diharapkan Untuk Peta
Sistem Informasi
Kesehatan Atau
Aplikasi (Sampai Tahun
2026)
4 | Jasa Konsultasi Dokumen \Y Sedang Proses
Manajemen Operasional Rumah
Sakit (MORS)
5 Kajian Penyusunan Tarif BLUD \% Sebagai Dasar
Puskesmas Perencanaan Tahun 2023
26 SATPOL PP 1 | Kajian Indeks Trantibum Tahun \Y Sebagai Rekomendasi
2022 Penanganan

Kendala yang dihadapi untuk pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah respon

Organisasi Perangkat Daerah terhadap sosialisasi dan hasil rekomendasi yang telah disampaikan,

sehingga Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

kesulitan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan pencapaian target indikator

sasaran ini.

Sumber : Data diolah Bidang Litbang Bappeda Kota Depok

Gambar 3.1
Sistem E-litbang Bappeda Kota Depok
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3.5.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Realisasi % capaian

1.1 Nilai SAKIP BAPPEDA 79,23 79,00 99,47 %

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Depok oleh Inspektorat Kota Depok
terhadap hasil penilaian SAKIP Bappeda Tahun 2021 telah disampaikan pada tanggal 10 Mei 2022
dengan perolehan nilai adalah 79,23 dengan predikat BB (Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik,
memiliki system manajemen kinerja yang handal). Indikator kinerja Nilai SAKIP belum dapat
memenubhi target yang telah ditetapkan. Bappeda Kota Depok terus berupaya untuk meningkatkan
kualitas SAKIP, diantaranya dilakukan dengan menyelaraskan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
dengan sasaran kinerja sebagaimana dalam dokumen perencanaan dan meningkatkan kualitas
monitoring dan evaluasi internal agar dapat menghasilkan rekomendasi / solusi yang tepat dalam
hambatan yang terjadi dalam upaya pencapaian kinerja sasaran. Walau demikian trend tiga tahun
terakhir nilai SAKIP Bappeda Kota Depok menunjukkan peningkatan. Laporan hasil evaluasi SAKIP

Bappeda dalam beberapa tahun terakhir diperlihatkan dalam grafik 3.5 berikut.

Grafik 3.1
Nilai SAKIP Bappeda Kota Depok
78.98 79
78.45
76.1
2018 2019 2020 2021
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Gambar 3.2
Sertifikat Capaian Akuntabilitas Kinerja Bappeda Tahun 2021

Ponghargaan

Badan Perencanaan Pembangunan dan
Ponelitian Pengembangan Daerah

mtat prestasinva dwa
Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021
. Kat tile

Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2020 sesuai dengan
akumulasi penilaian evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi:
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian
Kinerja. Target nilai SAKIP tahun 2022 belum terpenuhi, maka masih perlunya perbaikan komitmen
seluruh personil untuk meningkatkan kinerja dengan menyempurnakan kualitas indikator kinerja,
keterpaduan perencanaan, serta mekanisme kinerja secara berjenjang dan peningkatan budaya

inovasi.

Indikator Kinerja Realisasi Capaian

1.2 Persentase konsistensi program RPJMD 100 % 99,47 % 99,47 %
kedalam RKPD

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:
Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD :

_ Jumlah program RKPD Tahun berkenaan
~ Jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan
tahun berkenaan

x100%

_ 188 00w
T g v

=99,47 %

RKPD Kota Depok Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2022 program PD sudah
berpedoman pada RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026. Sehingga program RKPD adalah program



E5 LAKIP BAPPEDA TA. 2022 -

yang ditetapkan pada RPJMD. Sasaran ini dicapai dengan program pengembangan data/informasi
perencanaan Bappeda telah menyediakan Sistem SIPD pada Bappeda Kota Depok untuk
meningkatnya kualitas antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Keselarasan sasaran tetap dijaga sampai akhir periode RPJMD.

Terdapat 1 Program yang tidak ada di RKPD pada Dinas Koperasi dan Usaha Mlkro
dikarenakan sebagai berikut Program Pelayanan Izin Usaha perizinan dengan 1 kegiatan Penertiban
Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota dan 1 Sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Adanya refocusing untuk
APBD tahun 2022 berimplikasi pada penghapusan Sub Keg. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan dialihkan ke sub
kegiatan/kegiatan/program lain. Sementara itu, cakupan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam telah
mencapai 90% dari jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Kota Depok. Jadi pelayanan bagi 10%
Koperasi Simpan Pinjam yang belum memiliki izin dilakukan melalui sosialisasi yang ditempelkan

pelaksanaan kegiatannya di sub kegiatan/kegiatan/program perkoperasian lainnya.

Pemetaan Jumlah program pada dokumen perencanaan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Pemetaan Jumlah program RKPD Kota Depok Tahun 2022 dengan RPJMD Kota Depok TAhun
2021-2026 berdasarkan urusan

Jumlah Program % Jml
Program
Urusan/Bidang Urusan SEeiE Tidak P-Apbd

Kode

Rekening Rpjmd P-Rkpd  P-Apbd  Sesuai Thd P-

Pd Sesuai
Rkpd

1 Urusan Pemerintahan 32 32 32 32 32 o 100.00%
Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan

Dasar
1.01. Pendidikan 3 3 3 3 3 o 100.00%
1.01.1.06.0. | Dinas Pendidikan 3 3 3 3 3 o] 100.00%
00.01.
1.02. Kesehatan 5 5 5 5 5 o 100.00%




Kode

Rekening
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Urusan/Bidang Urusan

Rpjmd

Renstra
Pd

Jumlah Program

P-Rkpd

P-Apbd

Sesuai

Tidak
Sesuai

% Jml
Program
P-Apbd
Thd P-
Rkpd

1.02.0.00.0. | Dinas Kesehatan 5 5 5 5 5 o} 100.00%
00.01.
1.03. Pekerjaan Umum Dan 8 8 8 8 8 0 100.00%
Penataan Ruang
1.03.0.00.0. | Dinas Pekerjaan Umum 8 8 8 8 8 o] 100.00%
00.01. Dan Penataan Ruang
1.04. Perumahan Rakyat Dan 5 5 5 5 5 o 100.00%
Kawasan Permukiman
1.04.2.10.1. | Dinas Perumahan Dan 5 5 5 5 5 0 100.00%
03.30. Permukiman
1.05. Ketenteraman Dan 5 5 5 5 5 0] 100.00%
Ketertiban Umum Serta
Perlindungan
Masyarakat
1.05.0.00.0. | Satuan Polisi Pamong 2 2 2 2 2 0 100.00%
00.01. Praja
1.05.0.00.0. | Dinas Pemadam 3 3 3 3 3 0] 100.00%
00.06. Kebakaran Dan
Penyelamatan
1.06. Sosial 6 6 6 6 6 o 100.00%
1.06.0.00.0 | Dinas Sosial 6 6 6 6 6 0 100.00%
.00.01.
2 Urusan Pemerintahan 69 69 68 68 68 o 100.00%
Wajib Yang Tidak
Berkaitan Dengan
Pelayanan
2.07. Tenaga Kerja 5 5 5 5 5 o 100.00%
2.07.3.32.0. | Dinas Tenaga Kerja 5 5 5 5 5 o] 100.00%
00.01.
2.08. Pemberdayaan 7 7 7 7 7 o 100.00%
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2.08.2.13.2. | Dinas Pemberdayaan 7 7 7 7 7 0] 100.00%
14.08. Perempuan Dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga
Berencana
2.09. Pangan 4 4 4 4 4 0] 100.007%
2.09.3.25.3. | Dinas Ketahanan 4 4 4 4 4 o] 100.00%
27.03. Pangan, Pertanian Dan
Perikanan
2.10. Pertanahan 1 1 1 1 1 0] 100.007%
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Rekening
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Urusan/Bidang Urusan

Rpjmd

Renstra
Pd

Jumlah Program

P-Rkpd

P-Apbd

Sesuai

Tidak
Sesuai

% Jml
Program
P-Apbd
Thd P-
Rkpd

2.10.1.04.2. | Dinas Perumahan Dan 1 1 1 1 1 o] 100.00%
10.1.01.01. Permukiman
2.11. Lingkungan Hidup 10 10 10 10 10 0 100.00%
2.11.1.03.0. | Dinas Lingkungan 10 10 10 10 10 0 100.00%
00.12. Hidup Dan Kebersihan
2.12. Administrasi 5 5 5 5 5 o 100.00%
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0. | Dinas Kependudukan 5 5 5 5 5 o] 100.00%
00.03. Dan Pencatatan Sipil
2.14. Pengendalian 3 3 3 3 3 o 100.00%
Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.13.2. | Dinas Pemberdayaan 3 3 3 3 3 0 100.00%
14.08. Perempuan Dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga
Berencana
2.15. Perhubungan 3 3 3 3 3 o 100.00%
2.15.0.00.0. | Dinas Perhubungan 3 3 3 3 3 o] 100.00%
00.01.
2.16. Komunikasi Dan 3 3 3 3 3 o 100.00%
Informatika
2.16.2.20.2. | Dinas Komunikasi Dan 3 3 3 3 3 o] 100.00%
21.01. Informatika
2.17. Koperasi, Usaha Kecil 8 8 7 7 7 o 100.00%
Dan Menengah
2.17.0.00.0. | Dinas Koperasi Dan 8 8 7 7 7 0 100.00%
00.17. Usaha Mikro
2.18. Penanaman Modal 6 6 6 6 6 o 100.00%
2.18.0.00.0. | Dinas Penanaman 6 6 6 6 6 o] 100.00%
00.23. Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2.19. Kepemudaan Dan Olah 4 4 4 4 4 o 100.00%
Raga
2.19.2.22.3. | Dinas Pemuda, Olah 4 4 4 4 4 0] 100.00%
26.03. Raga, Kebudayaan Dan
Pariwisata
2.20. Statistik 1 1 1 1 1 o 100.00%
2.16.2.20.2. | Dinas Komunikasi Dan 1 1 1 1 1 0 100.00%
21.01. Informatika
2.21. Persandian 1 1 1 1 1 o 100.00%
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Rekening
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Urusan/Bidang Urusan

Rpjmd

Renstra
Pd

Jumlah Program

P-Rkpd

P-Apbd

Sesuai

Tidak
Sesuai

% Jml
Program
P-Apbd
Thd P-
Rkpd

2.16.2.20.2. | Dinas Komunikasi Dan 1 1 1 1 1 o] 100.00%
21.01. Informatika
2.22. Kebudayaan 4 4 4 4 4 0 100.00%
2.19.2.22.3. | Dinas Pemuda, Olah 4 4 4 4 4 o] 100.00%
26.03. Raga, Kebudayaan Dan
Pariwisata
2.23. Perpustakaan 1 1 1 1 1 0 100.00%
2.24.2.23.0. | Dinas Kearsipan Dan 1 1 1 1 1 (o} 100.00%
00.02. Perpustakaan
2.24. Kearsipan 3 3 3 3 3 o 100.00%
2.24.2.23.0. | Dinas Kearsipan Dan 3 3 3 3 3 o] 100.00%
00.02. Perpustakaan
3 Urusan Pemerintahan 19 19 19 19 19 0 100.00%
Pilihan
3.25. Kelautan Dan 3 3 3 3 3 o 100.00%
Perikanan
2.09.3.25.3. | Dinas Ketahanan 3 3 3 3 3 0] 100.00%
27.03. Pangan, Pertanian Dan
Perikanan
3.26. Pariwisata 3 3 3 3 3 o 100.00%
2.19.2.22.3. | Dinas Pemuda, Olah 3 3 3 3 3 o} 100.00%
26.03. Raga, Kebudayaan Dan
Pariwisata
3.27. Pertanian 5 5 5 5 5 o 100.00%
2.09.3.25.3. | Dinas Ketahanan 5 5 5 5 5 (0] 100.00%
27.03. Pangan, Pertanian Dan
Perikanan
3.30. Perdagangan 6 6 6 6 6 0 100.00%
3.30.3.31.0. | Dinas Perdagangan Dan 6 6 6 6 6 0 100.00%
00.08. Perindustrian
3.31. Perindustrian 1 1 1 1 1 0] 100.00%
3.30.3.31.0. | Dinas Perdagangan Dan 1 1 1 1 1 0 100.00%
00.08. Perindustrian
3.32. Transmigrasi 1 1 1 1 1 o] 100.00%
2.07.3.32.0. | Dinas Tenaga Kerja 1 1 1 1 1 (o] 100.00%
00.01.
4 Unsur Pendukung 5 5 5 5 5 o 100.00%
Urusan Pemerintahan
4.01. Sekretariat Daerah 3 3 3 3 3 0 100.00%
4.01.0.00.0 | Sekretariat Daerah 3 3 3 3 3 0 100.00%
.00.01.
4.02. Sekretariat Dprd 2 2 2 2 2 o 100.00%
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Rekening
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Urusan/Bidang Urusan

Rpjmd

Renstra
Pd

Jumlah Program

P-Rkpd

P-Apbd

Sesuai

Tidak
Sesuai

% Jml
Program
P-Apbd
Thd P-
Rkpd

4.02.0.00.0 | Sekretariat Dprd 2 2 2 2 2 o] 100.00%
.00.01.
5 Unsur Penunjang 1 1 1 1 1 (o] 100.00%
Urusan Pemerintahan
5.01. Perencanaan 3 3 3 3 3 0] 100.007%
5.01.5.05.0. | Badan Perencanaan 3 3 3 3 3 (o] 100.00%
00.03. Pembangunan Dan
Penelitian
Pengembangan Daerah
5.02. Keuangan 4 4 4 4 4 0] 100.00%
5.02.2.16.0. | Badan Keuangan 4 4 4 4 4 0 100.00%
00.05. Daerah
5.03. Kepegawaian 2 2 2 2 2 o 100.00%
5.03.5.04.0 A Badan Kepegawaian 2 2 2 2 2 0 100.00%
.00.01. Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
5.04. Pendidikan Dan 1 1 1 1 1 0 100.00%
Pelatihan
5.03.5.04.0 A Badan Kepegawaian 1 1 1 1 1 0 100.00%
.00.01. Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
5.05. Penelitian Dan 1 1 1 1 1 o 100.00%
Pengembangan
5.01.5.05.0. | Badan Perencanaan 1 1 1 1 1 (0] 100.00%
00.0 Pembangunan Dan
3. Penelitian
Pengembangan Daerah
6 Unsur Pengawasan 3 3 3 3 3 o 100.00%
Urusan Pemerintahan
6.01. Inspektorat 3 3 3 3 3 o 100.00%
6.01.0.00.0 | Inspektorat Daerah 3 3 3 3 3 o] 100.00%
.00.01.
7 Unsur Kewilayahan 44 44 44 44 44 o 100.00%
7.01. Kecamatan
7.01.0.00.0. | Kecamatan Pancoran 4 4 4 4 4 (0] 100.00%
00.01. Mas
7.01.0.00.0. | Kecamatan Cilodong 4 4 4 4 4 0 100.00%
00.02.
7.01.0.00.0. | Kecamatan Sawangan 4 4 4 4 4 0 100.00%
00.03.
7.01.0.00.0. | Kecamatan Cinere 4 4 4 4 4 o] 100.00%
00.04.
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Urusan/Bidang Urusan

Rpjmd

Renstra

Pd

Jumlah Program

P-Rkpd

P-Apbd

Sesuai

Sesuai

% Jml
Program
P-Apbd
Thd P-
Rkpd

Tidak

7.01.0.00.0. | Kecamatan Sukmajaya 4 4 4 4 4 0 100.00%
00.05.
7.01.0.00.0. | Kecamatan Limo 4 4 4 4 4 o] 100.00%
00.06.
7.01.0.00.0. | Kecamatan Beji 4 4 4 4 4 0 100.00%
00.07.
7.01.0.00.0. | Kecamatan Tapos 4 4 4 4 4 o] 100.00%
00.08.
7.01.0.00.0. | Kecamatan Bojongsari 4 4 4 4 4 (0] 100.00%
00.09.
7.01.0.00.0. | Kecamatan Cimanggis 4 4 4 4 4 0 100.00%
00.10.
7.01.0.00.0. | Kecamatan Cipayung 4 4 4 4 4 0 100.00%
00.11.
8 Unsur Pemerintahan 6 6 6 6 6 o 100.00%
Umum
8.01. Kesatuan Bangsa Dan 6 6 6 6 6 0 100.007%
Politik
8.01.0.00.0 | Badan Kesatuan Bangsa 6 6 6 6 6 0 100.00%
.00.02. Dan Politik
Jumlah 189 189 188 188 188 0 100.00%

Sumber : Data diolah Bidang PPEPD Bappeda Kota Depok

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam kelitbangan

Indikator Kinerja

2.1 Persentase inovasi

daerah yang ditetapkan

70 %

Realisasi

60,24 %

Capaian

86,06 %

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Persentase inovasi daerah

yang ditetapkan

_Jumlah Inovasi hasil seleksi dan ditetapkan SK KDH

x100%

Jumlah Inovasi yang dihasilkan

100

— x100%

166
60,24 7%
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Inovasi daerah berperan dalam mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah, baik itu melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan Surat Keputusan penerapan
Inovasi Daerah Kota Depok Tahun 2021 berisikan penetapan Inovasi Daerah Kota Depok
merupakan laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi
Perangkat Daerah yang telah divalidasi oleh Bappeda Kota Depok dan hasil updating inovasi daerah
Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021. Jumlah Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Surat
Keputusan tersebut sebanyak 100 inovasi.

Sistem E-litbang adalah pusat informasi Inovasi dan Kelitbangan yang mempunyai manfaat
untuk memberikan data dan informasi bagi stakeholder Bappeda Kota Depok khususnya pada
bidang penelitian dan pengembangan. Jumlah inovasi yang terdaftar di Sistem E-Litbang Bappeda
Kota Depok dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 166 inovasi. Data Inovasi
Daerah Kota Depok sd. Tahun 2022 yang dilaporkan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan
Daerah Bappeda Kota Depok sebagian besar dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk inovasi yang belum dapat

diterapkan disebabkan karena masih dalam tahap uji coba dan pengembangan.

Gambar 3.2
SK Penerapan Inovasi Daerah Kota Depok Tahun 2021
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Data Inovasi Daerah Perangkat Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Tabel 3.8
Data Inovasi Daerah Kota Depok sd. Tahun 2022

Judul Inovasi

Pengaduan Terpadu (Garuda)

Ketentraman, Ketertiban

Umum, Dan Perlindungan

Inovasi Pelayanan Publik

Masyarakat
2 Pusat Data Terintegrasi Kota Depok (Data Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
Warehouse)
3 Sistem Administrasi Kepegawaian Dan Kearsipan Inovasi Daerah
Kompetensi Aparatur Kekinian
4 Inovasi Aplikasi Manajemen Permohonan Bantuan | Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Hibah Dan Bansos
5 Telegram Channel “Informasi Kecamatan Tapos” Pemberdayaan Masyarakat Inovasi Daerah
Demi Menggalakkan Sarana Informasi Satu Pintu Dan Desa
6 Sekolah Ayah Bunda Pemberdayaan Perempuan Dan | Inovasi Pelayanan Publik
Perlindungan Anak
7 Pustaka New Normal Kelurahan Tanah Baru - Kota | Perpustakaan Inovasi Daerah
Depok ( Punuk Onta)
8 Antar Jemput Layanan Lansia ( Anjella) Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
9 Pojok Design & Promosi Online ( Podespromline ) | Koperasi, Usaha Kecil, Dan Inovasi Pelayanan Publik
Kelurahan Tanah Baru Menengah
10 Sekolah Pra Nikah Pengendalian Penduduk Dan Inovasi Pelayanan Publik
Keluarga Berencana
1 Surat Jaminan Pelayanan (Sjp) Online Kesehatan Inovasi Daerah
12 Integrasi Sistem Jaringan Antar Moda Perhubungan Inovasi Daerah
Transportasi Angkutan Online Dengan
Jabodetabek Residence Connexion (Jrc) Di Kota
Depok
13 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan | Inovasi Pelayanan Publik
(Musrenbang) Anak Perlindungan Anak
14 Hai Depok Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
15 Ras (Resirkulasi Akuakultur Sistem) Kelautan Dan Perikanan Inovasi Pelayanan Publik
16 Kultur Jaringan Anggrek Pertanian Inovasi Pelayanan Publik
17 | Taman Musik Depok ( Tamude ) Kebudayaan Inovasi Daerah
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Judul Inovasi

18 Penggunaan Media Siswa Kepo Untuk Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Ipa
19 Smart Portal Kecamatan Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
20 E-Perpus Kota Depok Perpustakaan Inovasi Daerah
21 Smart Portal Kelurahan Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
22 Aplikasi KSC (KAMPUNG SIAGA COVID-19) Kesehatan Inovasi Daerah
23 Aplikasi E-Rapor Kesehatan Kesehatan Inovasi Daerah
24 Sipetrea Pemberdayaan Perempuan Dan | Inovasi Daerah
Perlindungan Anak
25 Umkm D'kerens (Depok Kreatif, Enerjik Dan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Inovasi Daerah
Sukses) Menengah
26 Smart Portal Opd Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
27 Depok Single Window (Solusi Pusat Layanan Dan Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
Informasi Kota Dalam Satu Aplikasi Di Smart
Phone)
28 Sistem Informasi Promosi Investasi Online (Sipion) | Penanaman Modal Inovasi Daerah
Kota Depok
29 Pengembangan Sistem Terintegrasi Pelayanan Sosial Inovasi Daerah
Sosial (Sitpas)
30 Pondok Konsultasi Keluarga Kelurahan Depok Pemberdayaan Perempuan Dan | Inovasi Daerah
Jaya (Ponsel Dj) Perlindungan Anak
31 Picodep (Pusat Informasi Covid-19 Kota Depok) Kesehatan Inovasi Daerah
32 Helpdesk Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
33 Sistem Informasi Pemetaan Profil Kesehatan Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
Lingkungan (Sippkling)
34 Simora Pemberdayaan Perempuan Dan | Inovasi Pelayanan Publik
Perlindungan Anak
35 Portal Smart Healthy City Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
36 Sistem Pengelolaan Layanan Tik (Simpatik) Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
37 Bidadari Idaman ( Bidan Daring, Ibu Dekat, Aman Kesehatan Inovasi Daerah
Dan Nyaman)
38 Sista Ine Kesehatan Inovasi Daerah
39 Sistem Layanan Online Kecamatan Dan Kelurahan | Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
(Silo)
40 E Retribusi ( Profil Pasar) Perdagangan Inovasi Pelayanan Publik
41 Sistem Informasi Monitoring Aplikasi Terintegrasi Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
Automatis E-Gov “Simata E-Gov
42 Aplikasi Hitung Suara Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
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Judul Inovasi

Tim Reaksi Cepat (Trc) Dinsos Depok Joss! Inovasi Pelayanan Publik
Gandos! (Jemput Orang Setiap Saat Bagi
Gelandangan Depok Dan Orang Sakit)
44 | Gabus Pucung's ( Gerakan Bersama Untuk Skrining | Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
Penyakit Utama Capaian Unggulan Spm )
45 Portal Puskesmas Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
46 Berkat Si Peka Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
47 Pencatatan Omset Terintegrasi Sosial Inovasi Daerah
48 | Alarm Stunting Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
49 S'doger (Sop Teknis Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Dan Penataan | Inovasi Pelayanan Publik
Ruang Publik Milik Pemerintah Kota Depok Yang Ruang
Responsif Gender)
50 Pendataan Pajak Air Tanah Online Energi Dan Sumber Daya Inovasi Daerah
Mineral
51 Pasar Rakyat Online Perdagangan Inovasi Daerah
52 Silondo Bermula Administrasi Kependudukan Inovasi Daerah
Dan Pencatatan Sipil
53 Simpel Kepok (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kerja Inovasi Daerah
Pelatihan Kerja Depok)
54 Web Gis Ke-Puan Pekerjaan Umum Dan Penataan | Inovasi Tata Kelola
Ruang Pemerintah Daerah
55 Kesatria Pandemi Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
56 Fastaraga (Fasilitas Akta Kelahiran Ke Rumah Administrasi Kependudukan Inovasi Pelayanan Publik
Warga) Dan Pencatatan Sipil
57 Gladis Tiktok (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat | Administrasi Kependudukan Inovasi Pelayanan Publik
Kecamatan Se-Kota Depok Tahun 2021) Dan Pencatatan Sipil
58 Pelayanan Poli Online (Berobat Telemedicine Kesehatan Inovasi Daerah
Simple, It's My Dream)
59 Bphtb Online Paperless Penanaman Modal Inovasi Pelayanan Publik
60 Penggunaan Lks Liveworksheet Untuk Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Meningkatkan Aktivitas Pembelajaran Ipa
61 Lawas Bucin (Layanan Wa Komunitas Bukti Cinta) | Administrasi Kependudukan Inovasi Daerah
Dan Pencatatan Sipil
62 Med-In Si Kaca (Media Edukasi Dan Informasi Di Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
Pintu Kaca)
63 Penetapan Pajak Daerah Online Komunikasi Dan Informatika Inovasi Pelayanan Publik
64 Kamper Luka Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
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Judul Inovasi

65 Fastamarga (Fasilitas Akta Kematian Ke Rumah Administrasi Kependudukan Inovasi Daerah
Warga) Dan Pencatatan Sipil
66 | Teman Litbang Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
67 Sapa Saba Komunikasi Dan Informatika Inovasi Tata Kelola
Pemerintah Daerah
68 Sistem Informasi Geospasial Kota Depok Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah
69 Ketupat Mak Siti : Ketuk Pintu Atasi Masalah Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
Kesehatan Di Pasir Putih
70 Jedar : Jendela Bunda Pintar Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
71 Eling Si Peri (Edukasi Lewat Daring Inovasi Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Puskesmas Kemirimuka)
72 Kompetisi (Komunitas Pecinta Asi) Kesehatan Inovasi Daerah
73 Sistem Informasi Geografis Kota Hijau (Sigojau) Lingkungan Hidup Inovasi Daerah
74 Waste To Energy Lingkungan Hidup Inovasi Pelayanan Publik
75 Sistem E-Berbagi Sebagai Sarana Fasilitasi Sosial Inovasi Daerah
Keterbukaan Informasi Program Bantuan Dana
Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Depok
76 Pemberian Reward Dan Punishment Bagi Kearsipan Inovasi Tata Kelola
Perangkat Daerah Atas Pencapaian Realisasi Pemerintah Daerah
Penyerapan Apbd Di Kota Depok
77 Aplikasi Monitoring Analisis Dan Evaluasi Statistik Inovasi Daerah
Pembangunan (Si-Mieta)
78 "Penggunaan Aplikasi Live Worksheet Dan Pendidikan Inovasi Daerah
Jamboard Untuk Meningkatkan Keaktifan Peserta
Didik Dalam Pembelajaran” Di Smp Negeri 12
Depok.
79 Alpa (Alun-Alun Live Patrol) Ketentraman, Ketertiban Inovasi Pelayanan Publik
Umum, Dan Perlindungan
Masyarakat
80 Inovasi Pembelajaran Melalui Channel Youtube Pendidikan Inovasi Daerah
Disdik Kota Depok (Bintang)
81 Alun-Alun Kota Depok Lingkungan Hidup Inovasi Pelayanan Publik
82 Sistem Konsultasi Inspektorat Komunikasi Dan Informatika Inovasi Tata Kelola
Pemerintah Daerah
83 Simtlhp Komunikasi Dan Informatika Inovasi Tata Kelola
Pemerintah Daerah
84 “ Peningkatan Kompetensi Pengetahuan Peserta Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Didik Melalui Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting
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Judul Inovasi

Sdn Sukamaju 2

Dan Power Point Dalam Pembelajaran Daring Di

85

Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan Di
Wilayah Terisolasi Atau Sulit Mendapatkan
Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan

Penyelamatan Kota Depok

Ketentraman, Ketertiban
Umum, Dan Perlindungan

Masyarakat

Inovasi Pelayanan Publik

86

Aplikasi Kinerja Mobile

Komunikasi Dan Informatika

Inovasi Daerah

87

Sigap - Sistem Terintegrasi Untuk Pengaduan Dan

Aspirasi

Komunikasi Dan Informatika

Inovasi Pelayanan Publik

88

Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Materi Induksi
Elektromagnetik Melalui E-Learning Dengan Media
Video Pembelajaran Pada Siswa Kelas Ix Smpn 10

Depok Tahun Ajaran 2020/2021

Pendidikan

Inovasi Daerah

89

Electronic Finance Report And Accounting

Kearsipan

Inovasi Daerah

90

Peningkatan Minat Baca Siswa Melalui Pelatihan
Literasi Bercerita Guru Berbasis Blended Learning

Di Sdn Sukamaju 6

Pendidikan

Inovasi Daerah

’Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Dengan
Media Pembelajaran Interaktif Melalui In House

Training Di Sd Negeri Beji Timur 1

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

92

Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui

Garam (Gambar Instagram) Di Sd Negeri Gandul 2

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

93

Sistem Informasi Harga Komoditas

Perdagangan

Inovasi Pelayanan Publik

94

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dengan

Video Pembelajaran Dengan Aplikasi Canva

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

95

Upaya Meningkatkan Minat Literasi Siswa Melalui
Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Vlogger

Ceria

Pendidikan

Inovasi Daerah

96

“Upaya Peningkatan Kreativitas Berfikir Siswa
Melalui Penggunaan Alat Peraga Koordinasi Intens
Dengan Tema (Kit) Dalam Pembelajaran Di Sdn

Cipayung”.

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

97

Peningkatan Kompetensi Guru Menggunakan Pmp
(Pengembangan Media Pembelajaran)
Mewujudkan Student Wellbeing Di Uptd Smp
Negeri 1 Depok

Pendidikan

Inovasi Daerah

98

Peningkatan Minat Siswa Dalam Pembelajaran

Dengan Media Pembelajaran Audio

Pendidikan

Inovasi Daerah
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Visual(Powerpoint) Dan Penggunaan Google Meet

Melaui Iht Disdn Beji 3.

29

Meningkatkankan Keterampilan Berpikir Dan
Bertindak Kreatif Peserta Didik Melalui Media

Canva Di Sdn Sukmajaya 5 Kota Depok

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

100

Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui
Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dalam
Membuat Media Pembelajaran Video Dengan

Aplikasi Power Point Di Sdn Depok Jaya 1

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

101

Pembuatan Web Mata Pelajaran Dengan Aplikasi
Google Sites Untuk Meningkatkan Partisipasi

Siswa Kelas 8

Pendidikan

Inovasi Daerah

102

Meningkatnya Minat Belajar Siswa Melalui

Penerapan Belajar Secara Berdiferensiasi

Pendidikan

Inovasi Daerah

103

Meningkatkan Berpikir Kritis Dan Kolaboratif
Siswa Melalui Implementasi Kads-4c Di Sdn Tanah

Baru 2

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

104

Meningkatkan Kemapuan Berpikir Kritis Dan
Bertidak Kaloboratif Siswa Melalui Implemtasi

Kecakapan Pembelajaran Abad 21

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

105

Layanan Internet Rw/Pembelajaran Jarak Jauh

(Pii)

Pendidikan

Inovasi Daerah

106

Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menyusun
Instrumen Penilaian Yang Objektif Dan Akuntabel

Melalui Workshop Di Smp Negeri 22 Depok

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

107

Sistem Legislasi (Simleg)

Kearsipan

Inovasi Daerah

108

Meningkatkan Minat Baca Siswa Dengan Media

Belajar Literasi Di Sd Negeri Sukamaju 3

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

109

Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Kegiatan

Workshop Pemanfaatan Zoom Meet Pada Guru

Pendidikan

Inovasi Daerah

110

Meningkatkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui
Media Pembelajaran Power Point Interaktif Di Sd

Negeri Kemirimuka 1 Depok

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

m

Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Penyusunan

Rpp Kanyabi Pjj Di Smp Negeri 7 Depok

Pendidikan

Inovasi Pelayanan Publik

112

Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (Skm)

Dengan Menggunakan Barcode Google Form

Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa

Inovasi Daerah

113

D'passta (Depok Pelayanan Sosial Satu Atap)

Sosial

Inovasi Daerah
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114

Gema Hipertensi ( Gerakan Mandiri Hipertensi ) Kesehatan Inovasi Daerah

115 | Sistem Informasi Keperawatan Berbasis Kinerja Kesehatan Inovasi Daerah

16 Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pengelolaan | Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Penilaian Secara Objektif Dan Akuntabel Melalui
Bimbingan Teknis Di Smp Negeri 19 Depok”
Dengan “Minum Soda Hots”

17 Hotline Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Ketentraman, Ketertiban Inovasi Pelayanan Publik

Umum, Dan Perlindungan
Masyarakat

18 Meningkatnya Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Pendidikan Inovasi Daerah
Melalui Power Point Dalam Pembelajaran Di Sdn
Curug o1

119 | Peningkatan Prestasi Siswa Melalui Iht Pendidikan Inovasi Daerah
Peningkatan Kompetensi Guru Dalam
Melaksanakan Proses Dan Penilaian Pembelajaran

120 | Meningkatkan Keterampilan Siswa Dalam Berpikir | Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Dan Bertindak Kritis Melalui Pembelajaran Power
Point Dengan Metode Diskusi

121 Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Iht Dalam Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis It Bagi
Guru Sdn Cilangkap 8 Tapos Depok

122 | Pembangunan Karakter Aparatur Sipil Negera Sosial Inovasi Daerah
Kota Depok

123 | Sistem Informasi Smart Education Depok Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
(Sisedep)

124 | Program Pengelolaan Dukungan Kesehatan Jiwa Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
Dan Psikososial Pegawai

125 | Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Ketentraman, Ketertiban Inovasi Pelayanan Publik
Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Umum, Dan Perlindungan
Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Masyarakat
Narkotika

126 | Pagar Kovi (Perwal Gratis Rusunawa Dampak Perumahan Rakyat Dan Inovasi Pelayanan Publik
Covid-19) Kawasan Pemukiman

127 Peningkatan Keaktifan Siswa Dalam Belajar Di Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Kelas Melalui Penerapan Coaching

128 | Penerbitan Majalah Rjb Ceria Untuk Meningkatkan | Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Keterampilan Menulis Siswa
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129 Inovasi Pelayanan Publik
Disabilitas

130 | Sitamu Komunikasi Dan Informatika Inovasi Daerah

131 Sirumkim (Sistem Informasi Perumahan Dan Perumahan Rakyat Dan Inovasi Daerah
Permukiman) Kawasan Pemukiman

132 | Diseminasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Ketentraman, Ketertiban Inovasi Daerah
Sosial Umum, Dan Perlindungan

Masyarakat

133 | Si Empusku Setia (Sterilisasi Membuat Populasi Pertanian Inovasi Pelayanan Publik
Kucing Menjadi Sehat, Terkendali, Dan Bahagia)

134 | Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Siswa Melalui Kegiatan Literasi Digital Rembuk
(Resume Buku Elektronik)

135 | Simanda (Sistem Manajemen Data Pengadaan) Pekerjaan Umum Dan Penataan | Inovasi Daerah
Yaitu Aplikasi Manajemen Persiapan Pengadaan Ruang
Yang Menjadi Penghubung Proses Perencanaan
Dan Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Agar Dapat Dilakukan Secara Utuh (End To End
Process)

136 | Kue Lapis Prenagen ( Konsultasi Edukasi Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
Pelayanan Ispa Dan Pemeriksaan Antigen)

137 | Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi Sektor Koperasi, Usaha Kecil, Dan Inovasi Daerah
Perdagangab Di Kota Depok Menengah

138 | Upaya Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Melalui Penyusunan Instrumen Pmp (Penilaian
Mata Pelajaran) Yang Berbasis Literasi Numerasi
Di Smp Negeri 7 Depok

139 | Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2019 Ketentraman, Ketertiban Inovasi Pelayanan Publik
Tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Umum, Dan Perlindungan
Kebangsaan Masyarakat

140 | Upaya Meningkatkan Nilai Harian Peserta Didik Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Melalui Program Sari Sare (Satu Hari Satu
Resume) Video Pembelajaran

141 Pilahin.Com Cara Mudah Mengelola Sampah Lingkungan Hidup Inovasi Daerah

142 | Karpet Basah (Kader Peduli Tb Bantu Sampai Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
Sembuh)

143 | Peningkatan Literasi Siswa Melalui Program Dobel | Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
(Dongeng Fabel) Di Sd Negeri Meruyung
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144 | Keputusan Wali Kota Depok Nomor: Ketentraman, Ketertiban Inovasi Pelayanan Publik
821.27/226/Kpts/Kesbangpol/Huk/2021 Tentang Umum, Dan Perlindungan
Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental Kota Depok | Masyarakat
Periode 2021-2024
145 | Pelayanan Pengujian Berkala Terintegrasi Dan Perhubungan Inovasi Daerah
Unggul ( Paniji Biru )
146 | Ngakak (Ngobrol Kecil Tapi Asik) Bareng Duta Pengendalian Penduduk Dan Inovasi Daerah
Genre Kota Depok Keluarga Berencana
147 | Peningkatan Kompetensi Sikap Siswa Melalui Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
Kegiatan Penguatan Karakter Dengan Media
Zoom Di Sdn Depok Jaya
148 | Gertas Tb (Gerakan Tanpa Batas Tuberkulosis) Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
149 Oleh-Oleh Depok.Go.ld Koperasi, Usaha Kecil, Dan Inovasi Daerah
Menengah
150 | Sistem Online Whatsapp Leuwinanggung (Sowlin) | Pemberdayaan Perempuan Dan | Inovasi Daerah
Perlindungan Anak
151 Bersinar Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
152 | Silau "Sistem Informasi Laporan Lb3 Air Udara" Lingkungan Hidup Inovasi Daerah
153 | Wasimil (Whatsapp Ibu Hamil) Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
154 Peningkatan Fasilitasi Penyusunan Standar Statistik Inovasi Tata Kelola
Operasional Prosedur (Sop) Pada Perangkat Pemerintah Daerah
Daerah Kota Depok Melalui "Sop Online (Sopo)'
155 Cilodong Saba Sekolah Pendidikan Inovasi Pelayanan Publik
156 | Simbapemperda Kearsipan Inovasi Tata Kelola
Pemerintah Daerah
157 | Optimalisasi Penyimpanan Dokumen Keuangan Komunikasi Dan Informatika Inovasi Tata Kelola
Melalui Aplikasi Google Drive Pemerintah Daerah
158 | ApiCinta Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
159 | Wisata Air Setu Tujuh Muara Sabojong Pariwisata Inovasi Daerah
160 | Kampung Peduli Tuberkulosis (Kapitu) Kota Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik
Depok
161 | Pengelolaan Makam Bestari (Bersih, Tertata Dan Perumahan Rakyat Dan Inovasi Pelayanan Publik
Asri) Di Uptd Pemakaman Umum Dinas Kawasan Pemukiman
Perumahan Dan Permukiman Pemerintah Kota
Depok
162 | Konseling Edukasi Club (Kece) Pemberdayaan Perempuan Dan | Inovasi Pelayanan Publik
Perlindungan Anak
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163
Video Tutorial Dan Desa

164 | Adik Lentik (Anak Cerdik, Peduli Jentik) Kesehatan Inovasi Pelayanan Publik

165 | Upaya Peningkatan Keselamatan Pasien Melalui Kesehatan Inovasi Daerah

Optimalisasi E-Rm

166 | Pedas Mitra Koperasi, Usaha Kecil, Dan Inovasi Pelayanan Publik

Menengah

Sumber : Data Diolah https://elitbang.depok.go.id/

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2022 Bappeda Kota Depok melaksanakan 4 Program dan 13 Kegiatan serta
42 sub kegiatan, secara keseluruhan presentase capaian kinerja program/kegiatan adalah sebesar
99.93% dengan realisasi keuangan sebesar 86,56 %. Pada dasarnya program/kegiatan secara fisik
dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan capaian realisasi

keuangan dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.


https://elitbang.depok.go.id/
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Tabel 3.6.1

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja

Anggaran

Realisasi

Keuangan

% Capaian

Keuangan

Rincian

Masalah

TOTAL 16,156,446,896.00 | 14,474,092,808.00 89.59% 1,682,354,088.00
PERENCANAAN 100 % 100% 100% 15,364,291,046.00 | 13,744,976,413.00 89.46% 1,619,314,633.00
PROGRAM PENUNJANG Cakupan pelayanan
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan 100 % 100% 100% 11,188,269,296.00 | 9,971,070,034.00 89.12% 1,217,199,262.00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemda

Persentase

ketersediaan dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan

perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 100% 100% 65,749,850.00 63,046,400.00 95.89% 2,703,450.00

penganggaran, dan
Daerah

evaluasi kinerja

perangkat daerah
Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 35,750,000.00 33,658,700 94.15% 2,091,300.00
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen 100% 29,999,850.00 29,387,700 97.96% 612,150.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase adm

100% 100% 100% 9,436,682,798.00 8,447,519,055.00 89.52% 989,163,743.00

Perangkat Daerah keuangan tepat waktu
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Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan
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Target Realisasi

Kinerja Kinerja

% Capaian

Kinerja

Anggaran

Realisasi

Keuangan

% Capaian

Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Jumlah ASN 60 ASN 48 ASN 80% 9,416,683,248.00 8,427,802,205 89.50% 988,881,043.00
ASN
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/ Jumlah Dokumen 18 Dokumen 18 Dokumen 100% 19,999,550.00 19,716,850 98.59% 282,700.00
Triwulanan/Se mesteran SKPD
Persentase penyediaan
Administrasi Umum Perangkat
adm umum 100 % 100% 100% 1,586,746,648.00 86.51%
Daerah 1,372,763,520.00 213,983,128.00
perkantoran
Jumlah Jenis Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/
Listrik Penerangan Bangunan 14 Jenis 14 Jenis 100% 98.55%
Penerangan Bangunan 14,996,850.00 14,779,100 217,750.00
Kantor
Kantor
Jumlah Inventaris 5 Inventaris 5 Inventaris
Penyediaan Peralatan dan
Kantor Jumlah Jenis Kantor Kantor 100% 283,754,800.00 203,426,000 71.69% 80,328,800.00
Perlengkapan Kantor
Alat Tulis Kantor 60 ATK 60 ATK
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan
26 Jenis 26 Jenis 100% 14,998,500.00 14,233,785 94.90% 764,715.00
Tangga Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Makanan
12 Jenis 12 Jenis 100% 290,000,000.00 209,392,000 72.20%
Kantor dan Minuman 80,608,000.00
Jumlah Jenis Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan
Cetakan dan 18 Jenis 18 Jenis 100% 84,583,100.00 74,227,550 87.76%
Penggandaan 10,355,550.00
Penggandaan
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Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

LAKIP BAPPEDA TA. 2022

Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja

Anggaran

Realisasi

Keuangan

% Capaian

Keuangan

Rincian

Masalah

Jumlah Orang/Hari 1512 OH 1417 OH 94% 898,413,398.00 95.36%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 856,705,085 41,708,313.00
Pemeliharaan Barang Milik

Persentase barang milik
Daerah Penunjang Urusan 100 % 100% 100% 99,090,000.00 87,741,059.00 88.55%

daerah yang terpelihara 11,348,941.00
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Jumlah Kendaraan 14 Kendaraan | 14 Kendaraan 100% 69,300,000.00 61,278,559 88.43% 8,021,441.00
Kendaraa Per orangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Jenis
Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung 3 Jenis 3 Jenis 100% 29,790,000.00 26,462,500 88.83% 3,327,500.00
Mesin Lainnya

Kantor yang terpelihara
PROGRAM PERENCANAAN Persentase realisasi
PENGENDALIAN DAN EVALUASI program berkinerja 90,91% 100% 109.999% 2,192,042,550.00 1,932,592,600.00 88.16% 259,449,950.00
PEMBANGUNAN DAERAH tinggi dan sangat tinggi

Persentase tersedianya
Penyusunan Perencanaan dan

Dokumen Perencanaan 100 % 100% 100% 1,382,139,800.00 1,150,119,250.00 83.21% 232,020,550.00
Pendanaan

Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen;

100% 761,845,500.00 636,432,650 83.54% 125,412,850.00

Kabupaten/Kota Jumlah Peserta 350 orang 350 orang
Koordinasi Penyusunan dan

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 82.81%
Penetapan Dokumen 620,294,300.00 513,686,600 106,607,700.00
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Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten/kota

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan
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Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja

Anggaran

Realisasi

Keuangan

% Capaian

Keuangan

Rincian

Masalah

Analisis Data dan Informasi

Pemerintahan Daerah

Persentase Data dan

100 % 100% 100% 96.47%
Bidang Perencanaan Informasi teranalisis 414,118,650.00 399,497,550.00 14,621,100.00
Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 135,499,400.00 99.90%
135,358,300 141,100.00
Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan
37 Perangkat | 37 Perangkat
Data dan Informasi Perencanaan Jumlah produsen data 100% 107,294,900.00 93.54%
Daerah Daerah 100,363,050 6,931,850.00
Pembangunan SKPD
Penyusunan Profil Pembangunan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 171,324,350.00 95.59%
Daerah Kabupaten/Kota 163,776,200 7,548,150.00
Persentase tersedianya
Pengendalian, Evaluasi dan
Dokumen Pengendalian
Pelaporan Bidang Perencanaan 100 % 100% 100% 96.76%
dan Evaluasi 395,784,100.00 382,975,800.00 12,808,300.00
Pembangunan
Pembangunan Daerah
Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 236,835,300.00 97.16%

Pembangunan Daerah di

Kabupaten/Kota

230,104,200

6,731,100.00




Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan

Penyusunan Laporan Berkala

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan
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Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja

Anggaran

Realisasi

Keuangan

% Capaian

Keuangan

Rincian

Masalah

Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 158,948,800.00 96.18%
Pelaksanaan Pembangunan 152,871,600 6,077,200.00
Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase
SINKRONISASI PERENCANAAN Implementasi Program 100 % 100% 100% 92.81%
1,983,979,200.00 1,841,313,779.00 142,665,421.00
PEMBANGUNAN DAERAH RKPD kedalam APBD
Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase Dokumen
Pemerintahan dan Pembangunan | Perencanaan yang 100 % 100% 100% 97.92%
784,675,050.00 768,369,429.00 16,305,621.00
Manusia terkoordinir
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jumlah Perangkat 20 Perangkat | 20 Perangkat
100% 88.49%
Daerah Bidang Pemerintahan Daerah Daerah Daerah 84,230,400.00 74,533,600 9,696,800.00
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
100% 99.81%
Perangkat Daerah Bidang Jumlah Peserta Bintek 95 Orang 95 Orang 259,772,900.00 259,291,400 481,500.00
Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 99.01%
Perencanaan Pembangunan 35,996,250.00 35,640,250 356,000.00

Daerah Bidang Pemerintahan




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD,RPJMD dan
RKPD)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Jumlah Perangkat

Daerah
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Target

Kinerja

6 Perangkat

Daerah

Realisasi

Kinerja

6 Perangkat

Daerah

% Capaian

Kinerja

100%

Anggaran

78,345,900.00

Realisasi

Keuangan

74,605,100

% Capaian

Keuangan

95.23%

Rincian

Masalah

3,740,800.00

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang

Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

56,987,900.00

56,690,379

99.48%

297,521.00

Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan

Manusia

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

269,341,700.00

267,608,700

99.36%

1,733,000.00

Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber

Daya Alam)

Persentase Dokumen
Perencanaan yang

terkoordinir

100 %

100%

100%

518,004,150.00

423,872,200.00

81.83%

94,131,950.00

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang

Perekonomian

Jumlah Dokumen

8 Dokumen

8 Dokumen

100%

31,990,000.00

31,980,000

99.97%

10,000.00

Koordinasi Pelaksanaan

Sinergitas dan Harmonisasi

Jumlah Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

335,122,000.00

245,935,300

73.39%

89,186,700.00




Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan
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Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja

Anggaran

Realisasi

Keuangan

% Capaian

Keuangan

Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Perekonomian

Asistensi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 100.00%
10,400,000.00 | 10,400,000 -

Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi

Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 96.49%
Perencanaan Pembangunan 140,492,150.00 | 135,556,900 4,935,250.00
Daerah Bidang SDA

Persentase Dokumen
Koordinasi Perencanaan Bidang

Perencanaan yang 100% 100% 100% 95.27%
Infrastruktur dan Kewilayahan 681,300,000.00 649,072,150.00 32,227,850.00

terkoordinir
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jumlah Perangkat 3 Perangkat 3 Perangkat

100% 91.77%

Daerah Bidang Infrastruktur Daerah Daerah Daerah 69,580,000.00 63,855,800 5,724,200.00
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 91,420,000.00 90,045,000 98.50% 1,375,000.00
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 25,000,000.00 23,035,000 92.14%
Sinergitas dan Harmonisasi 1,965,000.00




Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Infrastruktur

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan
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Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja

Anggaran

Realisasi

Keuangan

% Capaian

Keuangan

Rincian

Masalah

Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Jumlah Perangkat

2 Perangkat

2 Perangkat

100% 65,524,000.00 63,182,600 96.43% 2,341,400.00
Daerah Bidang Kewilayahan Daerah Daerah Daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 341,000,000.00 323,252,750 94.80%
Perangkat Daerah Bidang 17,747,250.00
Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 88,776,000.00 85,701,000 96.54%
Perencanaan Pembangunan 3,075,000.00
Daerah Bidang Kewilayahan
PENELITIAN DAN
792,155,850.00 729,116,395.00 92.047% 63,039,455.00
PENGEMBANGAN
Persentase jumlah
Program : Penelitian dan Hasil
kelitbangan dan inovasi 20% Na. Na 792,155,850.00 729,116,395.00 92.04% 63,039,455.00
Pengembangan menunggu
yang dikembangkan perhitungan
Penelitian dan Pengembangan
Persentase jumlah
Bidang Penyelenggaraan
kelitbangan dan inovasi 80% 100% 125% 188,656,750.00 173,203,650.00 91.81% 15,453,100.00

Pemerintahan dan Pengkajian

Peraturan

yang dikembangkan




Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi, Pelaksanaan dan

Evaluasi Penelitian

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan
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Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja

Anggaran

Realisasi

Keuangan

% Capaian

Keuangan

Rincian

Masalah

Pengembangan Bidang Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 14,308,750.00 14,200,100 99.24% 108,650.00
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pengelolaan Data Kelitbangan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 174,348,000.00 159,003,550 91.20% 15,344,450.00
dan Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Persentase jumlah
Bidang Ekonomi dan kelitbangan dan inovasi 80% 100% 125% 378,099,800.00 365,611,870.00 96.70% 12,487,930.00
Pembangunan yang dikembangkan
Penelitian dan Pengembangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 189,049,900.00 182,753,000 96.67% 6,296,900.00
Menengah
Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 189,049,900.00 182,858,870 96.73% 6,191,030.00
Lingkungan Hidup
Persentase jumlah
Pengembangan Inovasi dan
- kelitbangan dan inovasi 80% 100% 125% 225,399,300.00 190,300,875.00 84.43% 35,098,425.00
Teknologi
yang dikembangkan
Penelitian, Pengembangan dan
Perekayasaan di Bidang Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 85,446,550.00 53,237,350 62.30% 32,209,200.00

Teknologidan Inovasi




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Uji Coba dan Penerapan Rancang
Bangun/Model Replikasi dan
Invensi di Bidang Difusi Inovasi

dan Penerapan Teknologi

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Jumlah Teknologi Tepat
Guna (TTG)

LAKIP BAPPEDA TA. 2022

Target

Kinerja

1TTG

Realisasi

Kinerja

1TTG

% Capaian

Kinerja

100%

Anggaran

124,219,950.00

Realisasi

Keuangan

123,043,675

% Capaian

Keuangan

99.05%

1,176,275.00

Rincian

Masalah

Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang

Bersifat Inovatif

Jumlah Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

15,732,800.00

14,019,850

89.11%

1,712,950.00

Total

16,156,446,896.00

14,474,092,808

89.59%

1,682,354,088.00
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3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat

disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Targetsd. Realisasi sd. Program [ Kegiatan Anggaran Realisasi
2022 2022 (Rp) (Rp)
3 4 (3 7
1 Meningkatnya 1.1 Nilai SAKIP 79,23 79,00 Program Penunjang Urusan 11,188,269,296.00  9,971,070,034.00  89.12%
kualitas kinerja Pemerintahan Daerah
perencanaan Kabupaten/Kota
pembangunan 1 Perencanaan, 65,749,850.00 63,046,400.00 95.89%
daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan 9,436,682,798.00 8,447,519,055.00 89.52%
Perangkat Daerah
3 Administrasi Umum 1,586,746,648.00 1,372,763,520.00 86.51%

Perangkat Daerah
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Targetsd.  Realisasi sd. Program [ Kegiatan Anggaran Realisasi
2022 2022 (Rp) (Rp)

3 4 (3 7

4 Pemeliharaan Barang Milik 99,090,000.00 87,741,059.00 88.55%
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1.2 Persentase 100% 99.47% Program Perencanaan, 2,192,042,550.00 1,932,592,600.00 88.16%
konsistensi Pengendalian dan Evaluasi
program RPJMD Pembangunan Daerah
kedalam RKPD 1 Penyusunan Perencanaan 1,382,139,800.00  1,150,119,250.00 83.21%

dan Pendanaan

2 Analisis Data dan Informasi 414,118,650.00 399,497,550.00 96.47%
Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah

3 Pengendalian, Evaluasi dan 395,784,100.00 382,975,800.00 96.76%
Pelaporan Bidang

Perencanaan Pembangunan

4 Program Koordinasi Dan 1,983,979,200.00  1,841,313,779.00 92.81%
Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

5 Koordinasi Perencanaan 784,675,050.00 768,369,429.00 97.92%
Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Targetsd.  Realisasi sd. Program [ Kegiatan Anggaran Realisasi
2022 2022 (Rp) (Rp)

3 4 (3 7

6 Koordinasi Perencanaan 518,004,150.00 423,872,200.00 81.83%

Bidang Perekonomian dan

SDA (Sumber Daya Alam)
7 Koordinasi Perencanaan 95.27%
Bidang Infrastruktur dan 681,300,000.00 649,072,150.00
Kewilayahan
2 Meningkatkan 2.1 Persentase inovasi 70% Program Penelitian dan 792,155,850.00 729,116,395.00 92.04%
pemanfaatan daerah yang Pengembangan Daerah
inovasi daerah ditetapkan 1 Penelitian dan 188,656,750.00  173,203,650.00  91.81%
dalam kelitbangan Pengembangan Bidang

Penyelenggaraan
Pemerintahan dan

Pengkajian Peraturan

2 Penelitian dan 378,099,800.00 365,611,870.00 96.70%
Pengembangan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan

3 Pengembangan Inovasi dan 225,399,300.00 190,300,875.00 84.43%
Teknologi
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3.8 Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Depok sebesar Rp 14,474,092,808.00 (Empat Belas Milyar Empat
Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) atau
dengan nilai persentase realisasi keuangan sebesar 89,59% dengan rincian realisasi Belanja
Operasional adalah sebesar Rp 14,403,638,608.00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tiga Juta
Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah) dengan presentase realisasi
keuangan 89,61% dan realisasi Belanja Modal Rp 70,454,200.00 (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima
Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan presentase sebesar 85,73%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada
sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah)
Rp 13.744.976.413,00 dengan presentase 89,46% dari realisasi belanja. Apabila dikaitkan antara
kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik
menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022
telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk

membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok
Tahun 2022

Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Keuangan
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Daerah 16,156,446,896.00 14,474,092,808.00 89.59% 98.22%
1. Belanja Operasi 16,074,264,146.00 14,403,638,608.00 89.61% 98.22%
2. Belanja Modal 82,182,750.00 70,454,200.00 85.73% 83,33%
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Tabel 3.12
Realisasi Anggaran per Sasaran

Anggaran Realisasi Terhadap Total
Sasaran Strategis Indikator Kinerja g8 Realisasi (Rp)
(Rp) (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya kualitas = Nilai SAKIP 79,23 79,00 11,188,269,296.00 9,971,070,034.00 89.12%
kinerja perencanaan

Persentase konsistensi 100 % 99,47 % 4,176,021,750.00 3,773,906,379.00 90.37%
pembangunan daerah

program RPJMD kedalam

RKPD
Meningkatkan Persentase inovasi daerah 70% 60,24 % 792,155,850.00 729,116,395.00 92.04%

pemanfaatan inovasi
daerah dalam

kelitbangan

yang ditetapkan
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BAB IV
PENUTUP

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara umum dapat terlihat bahwa
pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
dengan capaian kinerja yang sangat baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bappeda Kota Depok Tahun 2022, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi. Dan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota

Depok.

4.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Dari hasil pengukuran terhadap «capaian kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok selama tahun 2022
menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra
Bappeda Tahun 2021-2026 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang
telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari
tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dapat dinyatakan
berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Sebagian besar indikator kinerja sasaran
dengan capaian kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk
mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi capaian
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kinerja agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya.
Kekurangan yang ada di Tahun 2022 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan
kebijakan guna bahan penyusunan Rencana Strategis lima tahun mendatang agar dapat

memperbaiki kinerja lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

4.2. KENDALA DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian
kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja
organisasi berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2020 adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2022 menyebabkan
masih ada pelaksanaan rapat / pertemuan terbatas dilakukan melalui pertemuan
tatap muka dan virtual melalui video conference dengan dukungan teknologi yang
ada,

2. Terbitnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki dampak yang cukup besar pada
dokumen perencanaan karena Pemerintah daerah melakukan proses penyesuaian
kinerja dan indikator.

3.  Sebagian besar produk akhir Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah merupakan akumulasi proses yang memerlukan pelibatan
pihak luar (OPD dan Stakeholder lain dalam manajemen pembangunan), dimana hal
tersebut sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Seringkali hal tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output
kegiatan.

4. Bidang Litbang Bappeda Kota Depok terus berupaya untuk melakukan penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi. Dengan melengkapi database

tingkat Kota, dan terus mendorong inovasi yang muncul dari Perangkat Daerah.



4.3

'-53 LAKIP BAPPEDA TA. 2022

Perangkat regulasi dari Pemerintah Pusat yang belum lengkap. Dengan adanya
kebijakan tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 yang mewajibkan
pemerintah daerah menggunakan satu sistem perencanaan dan penganggaran yang
disediakan oleh pemerintah pusat, hal mengandung konsekuensi bagi Bappeda Kota
Depok untuk melakukan integrasi sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan
daerah yang telah digunakan oleh Bappeda saat ini dengan Sistem Informasi

PembangunanDaerah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan

langkah langkah sebagai berikut:

1.

Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur
pada Bappeda Kota Depok;

Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan
informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan di semua sektor
Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif antara Bappeda dan Perangkat
Daerah dalam mengawal mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta
evaluasi pelaksaanaan program agar target pencapaian sasaran dapat tercapai
sesuai target.

Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi internal, dengan menyandingkan
antara capaian sasaran kinerja secara berjenjang agar terlihat adanya korelasi yang
jelas terkait capaian sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja
program, capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan dan capaian kinerja staf.
Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dilakukan lebih cermat untuk pencapaian target indikator kinerja dengan
mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya
yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.




6.

10.

1.
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Melakukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan
perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan;
Maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda
Kota Depok perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;

Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi
yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan disemua bidang/sektor baik
OPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok maupun lembaga-lembaga vertikal yang
ada, seperti Badan Pusat Statistik dan Perguruan Tinggi.

Dengan melengkapi database kelitbangan tingkat Kota, dan terus mendorong
inovasi yang muncul dari Perangkat Daerah.

Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah
(SIPD) vyang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah,
sesuai dengan mekanisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun menjadi bahan
evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappeda kota Depok, dan
dijadikan sebagai pertimbangan atau feedback dalam perencanaan pembangunan di

tahun berikutnya.

Demikian LAKIP Bappeda Kota Depok Tahun 2022 dapat memberikan informasi

sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda.
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